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Pentingnya Mandatory Consular Notification Sebagai Upaya Perlindungan
Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Dihukum Mati Tanpa
Pemberitahuan Dari Negara Penerima
Oleh:

Rezky M Arifin (02011281419236)

ABSTRAK

Terkait perjanjian Mandatory Consular Notification yang belum dimiliki oleh
Indonesia dengan negara lain khususnya Arab Saudi dapat menimbulkan polemik
yang cukup rumit, salah satunya ialah kasus yang dialami pekerja migran asal
Indonesia yang bernama Tuti Tursilawati yang didakwa kasus pembunuhan terhadap
majikannya dan dijatuhi hukuman mati mutlak oleh pemerintah Arab Saudi. Akan
tetapi, Pemerintah Indonesia tidak mendapat pemeberitahuan terkait eksekusi mati
Tuti Tursilawati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status Mandatory
Consular Notification dalam hubungan diplomatik antar negara dan upaya
pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia melalui Mandatory Consular
Notification. Metode yang digunakan dalam metode penelitian normatif dengan
menganalisis Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan
hasil penelitian dan pembahasan bahwa status Mandatory Consular Notification
sangat pokok dalam hubungan antar negara terutama kepada negara yang memiliki
konsentrasi Warga Negara Indonesia terbesar. Upaya pemerintah dalam melindungi
Pekerja Migran Indonesia membentuk kebijakan-kebijakan dan pemerintah semakin
giat berusaha agar negara-negara sahabat dapat membentuk Mandatory Consular

Notification.

Kata kunci: Pekerja Migran, Hukuman Mati, Mandatory Consular Notification

Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu
Syah H-M.H Akhmad Idris, S.H., M.H
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Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak
di dunia dimana saat ini jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 264 juta jiwal. Keadaan
seperti ini dapat menjadi sebuah potensi tetapi juga dapat menjadi beban. Hal ini dapat saja
menjadi sebuah potensi jika jumlah penduduk yang besar ini memiliki produktifitas yang tinggi
dan memiliki sumber daya manusia yang handal untuk mengelola pembangunan, akan tetapi
dapat juga menjadi beban apabila manusianya memiliki kualitas yang rendah oleh karena
tingkat pendidikan yang rendah juga dengan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia sehinga
menyebabkan kemiskinan di Indonesia.

Di zaman sekarang ini dengan adanya kemajuan teknologi, masyarakat dapat dengan
mudah mencari pekerjaan di negara lain. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut
dengan Pekerja Migran melakukan migrasi ke negara lain dalam rangka mencari pekerjaan
yang lebih baik dibandingkan di Indonesia.

Jumlah Pekerja Migran kini terus menerus mengalami peningkatan sejalan dengan
kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dikaitkan dengan peningkatan ekonomi dan
untuk pemecahan masalah ketenagakerjaan. Pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri
merupakan ekspor jasa Sumber Daya Manusia (Human resources) yang akan menghasilkan

devisa nasional dan mengurangi angka pengangguran.?

! Anonimus, Statistik Indonesia 2018, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2018 him 77.
2 Nasution M Ari; Globalisasi dan Migran Antar Negara, Alumni, Bandung, 1999, HIm 7.



Secara keseluruhan, data yang menunjukkan jumlah Pekerja Migran yang bekerja di
luar negeri menurut data BNP2TKI, setiap bulannya ada sekitar 2000 hingga 3000 Pekerja
Migran yang dikirim ke Timur Tengah, mayoritas ke Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab.?

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penerimaan Pekerja Migran terbanyak,
Hubungan Diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi sendiri sudah terbina dalam kurun
waktu yang cukup lama dan telah menghasilkan banyak bentuk kerjasama yang telah
disepakati, hal ini tidak terlepas dari latar belakang Indonesia sebagai negara berpenduduk
muslim terbesar di dunia meskipun secara resmi bukanlah negara islam. Hubungan diplomatik
Indonesia-Arab Saudi baru secara resmi tercatat didirikan pada tanggal 1 Mei 1950 atau
tepatnya 5 tahun setelah Indonesia merdeka dan menjadi negara yang berdaulat, awal mula
hubungan ini terkait dengan usaha rakyat Indonesia yang selalu mendapat dukungan dan

simpati dari negara-negara di Timur khususnya Arab Saudi.*

Kerjasama yang lahir berupa kerjasama di bidang politik yang dimulai pada tanggal 24
November 1970 melalui treaty of friendship between the republic of indonesia and the kingdom
of saudi arabia (perjanjian persahabatan antara republik Indonesia dan kerajaan Arab Saudi),
kerjasama di bidang ekonomi pada tangal 7 Agustus 2003 melalui Agreed Minutes, yang
berisikan butir-butir kesepakatan di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang sosial budaya seperti
kunjungan Duta besar Republik Indonesia ke Arab Saudi dan pelaksanaan fungsi Pensosbud
ke yayasan Makkah Foundation.® Juga kerjasama dalam hal pengiriman Pekerja Migran
Indonesia ke Arab Saudi. Penempatan Pekerja Migran di luar negeri secara umum dan
khususnya Arab Saudi diperbolehkan oleh pemerintahan Republik Indonesia, hal ini

dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja

3 Diakses dari: https://internasional.sindonews.com/read/1241434/40/komite-migran-pbb-minta-RI-
cabut-muratorium-TKI-ke-timur-tengah. Tanggal 7 Februari 2019 pukul 14:55.

4 Di akses dari : http://www.slideshare.net/manueljackson39/hubungan-diplomatik-indonesia-arab-
saudi-2. Tanggal 7 februari 2019

® Ibid, him.


https://internasional.sindonews.com/read/1241434/40/komite-migran-pbb-minta-RI-cabut-muratorium-TKI-ke-timur-tengah
https://internasional.sindonews.com/read/1241434/40/komite-migran-pbb-minta-RI-cabut-muratorium-TKI-ke-timur-tengah

Migran Indonesia (selanjutnya disingkat dengan UU PPMI), tercantum dalam konsideran
menimbang huruf b, yang berbunyi : “bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan
memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh
pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan

keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan”.

Sebelum lahirnya Undang-undang ini penempatan Pekerja Migran yang belum dilakukan
secara resmi di Arab Saudi dilakukan oleh mereka yang mengurusi orang naik haji/ umroh atau

oleh orang Indonesia yang sudah lama tinggal atau menetap di Arab Saudi.®

Meski Indonesia menyumbang cukup banyak pekerja migran di Arab Saudi, ini tidak
sebanding dengan kualitas yang dimiliki oleh mereka. Dibuktikan dengan rata-rata Pekerja
Migran bekerja dalam sektor informal seperti buruh bangunan, pekerja kebun, supir, penata
laksana rumah tangga (PLRT) dan lain sebagainya.” Hal ini menyebabkan para Pekerja Migran
dianggap atau dipandang sebelah mata, dieksploitasi, bahkan mendapat tindak pidana oleh para

majikan mereka selama migrasi.

Para Pekerja Migran yang dikirim ke Arab Saudi banyak mengalami kendala-kendala,
salah satunya berupa siksaan-siksaan yang dilakukan oleh majikan dari Pekerja Migran yang
dikirim ke Arab Saudi yang mengakibakan para Pekerja Migran melakukan perbuatan
melanggar hukum kepada majikannya itu sendiri dalam rangka membalas perlakuan
majikannya, sehingga mereka dijatuhi hukuman Qisas (bahasa arab u<=b<é Qishash), Qisas
adalah istilah dalam hukum islam yang berarti pembalasan atau memberi hukuman yang

setimpal, mirip dengan istilah "hutang nyawa dibayar nyawa". Dalam kasus pembunuhan,

6 Diakses dari http://www.bnp2TKI.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI.
Tanggal 19 Januari 2019 pukul 23:51 WIB
" BNP2TKI, data penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia periode tahun 2017. HIm 1.



hukum gisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada

pembunuh® oleh pemerintah Arab Saudi.

Hukuman yang dijatuhi salah satunya adalah hukuman mati kepada para Pekerja Migran yang
dinyatakan bersalah, dalam hal ini pemerintah Indonesia memiliki peranan dalam melindungi
hak asasi dari warga negaranya yang sudah merupakan tugas dari perwakilan diplomatik yaitu
melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang
diperkenankan oleh hukum internasional.® Melindungi Pekerja Migran merupakan tanggung
jawab dari negara Indonesia yang secara umum tercantum dalam pembukaan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yang menyatakan ‘“Pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia”, dan secara khusus tercantum dalam UU PPMI Pasal 1 ayat 5 yang menyatakan
“Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan
Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam
mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja,
selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial”. Selain itu juga
dalam dunia Internasional terdapat Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua
Buruh Migran dan Anggota Keluarganya yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1990 yang
juga bertujuan untuk melindungi para tenaga kerja.

Di dalam hukum internasional terdapat suatu kewajiban bagi suatu negara untuk
melindungi warga negara lain yang berada di wilayahnya. Bentuk perlindungan tersebut dapat
berupa notifikasi resmi kepada perwakilan diplomatik di negara tersebut. Notifikasi tersebut
ditujukan agar perwakilan diplomatik mengetahui bahwa warga negaranya mendapat masalah,

seperti warga negara yang melakukan tindak pidana, mengalami kecelakaan, membutuhkan

8 Diakses dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Qisas. Tanggal 20 Januari 2019 pukul 08:51 WIB
9 Konvensi Wina 1961 Pasal 3 ayat (1) huruf b



perwalian, mengalami kematian, dan lain sebagainya. Notifikasi yang diberikan harus
disampaikan tanpa penundaan waktu. Kewajiban tentang notifikasi resmi tertulis dalam pasal

36-37 Konvensi Wina 1963.

Notifikasi konsuler tersebut penting bagi Indonesia mengingat banyak WNI di luar
negeri yang bermasalah dan terancam hukuman mati. Sebagai contohnya, selama periode 1
Januari sampai Oktober 2014, Direktorat PWNI dan BHI menerima sebanyak 13.780 laporan
kasus yang diterima dari masyarakat. Dari kasus tersebut dibagi menjadi beberapa isu yaitu
WNI yang terancam hukuman mati dari beberapa negara atas tindak pidana pembunuhan

(31,38%), penyelundupan narkoba (61,09%), zina (3,77%), dan lain-lain®°.

Sementara sepanjang tahun 2011-2016 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut BNP2TKI) menerima pengaduan sebanyak
24.972 kasus dari Pekerja Migran di berbagai luar negerit!. Dari banyaknya kasus tersebut
terlihat jelas bahwa banyak Pekerja Migran di luar negeri yang membutuhkan bantuan
konsuler. Bentuk bantuan konsuler yang diberikan dapat berupa pendampingan, bantuan

penerjemah, dan lain sebagainya.

Kenyataan ini menuntut peran pemerintah secara nyata untuk memberikan
perlindungan hukum bagi Pekerja Migran yang akan dan sedang bekerja di luar negeri.
Berkaitan dengan itu, pada tanggal 18 oktober 2004 pemerintah mengesahkan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di

Luar Negeri (PPTKILN)*? yang kemudian Undang-Undang tersebut diperbaharui karena sudah

10 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Diplomasi Indonesia 2014, Direktorat Informasi ddan
Media, Jakarta Pusat, 2015, him 210

11 Diakses dari : http://www.bnp2tki.go.id/read/11256/75-Pengaduan-TKI-Berhasil-Diselesaikan-
BNP2TKI---- pada 7 februari 2019

12 Sebelum disahkan Undang-undang no 39 tahun 2004, presiden telah mengeluarkan putusan presiden
RI no 36 tahun 2002 tentang ratifikasi konvensi ILO. Berdasarkan konvensi ILO no88pasal 6 huruf d butir 1V,
diakses dari: http://yudiker.wordpress.com/category/ketenagakerjaan/2011/03/17. Tanggal 7 Februari 2019 pukul
16:31


http://www.bnp2tki.go.id/read/11256/75-Pengaduan-TKI-Berhasil-Diselesaikan-BNP2TKI----
http://www.bnp2tki.go.id/read/11256/75-Pengaduan-TKI-Berhasil-Diselesaikan-BNP2TKI----
http://yudiker.wordpress.com/category/ketenagakerjaan/2011/03/17

tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan
digantikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia. Dengan demikian semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah dalam mengatur

penempatan dan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran.

Akan tetapi setelah pemeritah mengesahkan Undang-undang nomor 18 tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dirasa masih belum cukup untuk memberikan
perlindungan bagi Pekerja Migran yang berada di luar negeri sehingga dibutuhkan perjanjian
lain dengan negara penerima Pekerja Migran, hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam
Konvensi Wina 1963 pasal 5 dan 36 tentang hak warga negara asing yang ditahan di suatu
negara, penyelesaiannya dilakukan melalui kerja sama Bilateral. Yang mana dalam Konvensi
tersebut terdapat sebuah perjanjian dimana apabila terdapat warga negara asing di suatu negara
yang ditahan atau menghadapi masalah, maka pemerintah negara penerima wajib
memberitahukan kepada perwakilan negara pengirim mengenai masalah yang dihadapi oleh
warga negaranya dalam suatu kurun waktu yang disepakati bersama misalkan 3 hari kerja, 7

hari kerja atau without delay.

Pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tersebut kemudian oleh banyak negara lebih
dikhususkan lagi kedalam suatu perjanjian tersediri yang kemudian disebut Mandatory
Consular Notification. Konvensi Wina 1963 tidak menyebutkan secara langsung definisi
MCN, namun pasal 36 konvensi Wina 1963 dapat diinterpretasikan sehingga dapat diambil
kesimpulan bahwa :

a. Suatu notifikasi resmi dari suatu negara penerima kepada petugas konsuler negara

pengirim mengenai penangkapan dan penahanan warga negara mereka.

b. Suatu fasilitas yang disediakan oleh hukum Internasional kepada petugas konsuler

negara pengirim dan warga negaranya untuk berkomunikasi dengan negara

penerima.



c. Suatu hak dari warga negara yang ditangkap dan ditahan untuk mendapat bantuan

dari petugas negara mereka®®.

Menurut Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM), Indonesia sendiri baru
melakukan perjanjian Mandatory Consular Notification dengan lima negara yakni Brunei
Darussalam, Filipina, Australia, Kosta Rika, dan Panama'*. Seperti yang diketahui bersama,
negara penempatan TKI cukup banyak, namun ternyata jumlah negara yang memiliki
perjanjian Mandatory Consular Notification dengan Indonesia hanya lima negara tersebut
diatas, hal ini menjadi masalah karena Indonesia banyak mengirim Pekerja Migran ke negara-

negara yang belum memiliki perjanjian Mandatory Consular Notification dengan Indonesia.

Belum dimilikinya perjanjian Mandatory Consular Notification yang dimiliki oleh
Indonesia dengan negara lain khususnya Arab Saudi, dapat menimbulkan polemik yang cukup
rumit, salah satunya ialah kasus yang dialami oleh TKW asal Indonesia yang bernama Tuti
Tursilawati yang di dakwa kasus pembunuhan terhadap majikannya ia ditangkap oleh polisi
kerajaan Arab Saudi pada tahun 2010, kemudian ditahan dan menjalani sidang pada tahun 2011
dan dijatuhi hukuman mati mutlak (terberat) atau hadd gillah oleh pemerintah kerajaan Arab
Saudi, kemudian ia dieksekusi mati pada Oktober tahun 2018%°. Dimana saat itu pemerintah
Indonesia dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia selanjutnya disingkat KBRI yang
berkantor di Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia selanjutnya disingkat KJRI
yang berkantor Jeddah tidak diberitahu mengenai eksekusi yang akan dihadapi salah satu
tenaga kerjanya. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri telah menyampaikan

keberatan terkait eksekusi mati Tuti Tursilawati tanpa memberitahukan kepada pemerintah

13 Hasan Wirayuda, Refleksi 2003 dan proyeksi 2004 depertemen luar negeri Republik Indonesia diakses
pada 7 februari 2019

14 Diakses dari : http://www.thejakartapost.com/en/news/2015/08/23/ri-costa-rica-sign-framework-
cooperation-agreement.html| pada 7 februari 2019 17:12

15 Diakses dari : https://nasional.tempo.co/read/1141455/tki-tuti-tursilawati-terima-hukuman-mati-
terberat-hadd-ghillah, pada 9 Februari 2019 20:45
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Indonesia. Menurut Menteri Luar negeri, pemerintah Indonesia baru mengetahui perihal
eksekusi mati tersebut setelah Tuti Tursilawati telah dieksekusi oleh Pemerintah Kerajaan Arab
Saudi.

Akan tetapi dimana kita ketahui antara Indonesia dan Arab Saudi belum membuat suatu
perjanjian khusus mengenai Mandatory Consular Notification, walaupun Indonesia dan Arab
Saudi sama-sama telah menandatangani Konvensi Wina tahun 1963 mengenai Konsuler yang
berisi tentang hubungan konsuler yang didalamnya termuat Mandatory Consular Notification
itu tidak menjamin secara langsung berlakunya Mandatory Consular Notification terhadap
kedua negara akan tetapi harus diaplikasikan dengan membuat sebuah perjanjian bilateral
khusus mengenai Mandatory Consular Notification antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Kerajaan Arab Saudi yang akan mengikat kedua Negara.

Maka dari itu peneliti mengangkat judul mengenai Pentingnya Mandatory Consular
Notification Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Dihukum

Mati Tanpa Pemberitahuan Dari Negara Penerima.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang diatas dan untuk mengetahui gambaran lebih jelas,
maka penelitian ini akan membahas topik permasalahan ini tentunya akan mencoba untuk
mengidentifikasi masalah-masalah serbagai berikut :
1. Bagaimana Status Mandatory Consular Notification dalam hubungan diplomatik antar
negara?
2. Bagaimana upaya pemerintah RI dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia yang

dihukum mati melalui Mandatory Consular Notification?

C. Maksud dan Tujuan



Maksud dan tujuan peneliti untuk membahas mengenai pentingnya Mandatory
Consular Notification adalah :
1. Untuk mengetahui status Mandatory Consular Notification dalam hubungan diplomatik
antar negara
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia

melalui Mandatory Consular Notification

D. Manfaat Penelitian

Adapun peneliti mengharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari penulisan ini
nantinya dapat memberikan gambaran bagi para masyarakat mengenai Mandatory Consular
Notification. Manfaat dari penelitian dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan
ilmu pengetahuan dan menambah wawasan seluruh lapisan masyarakat Indonesia
terhadap pentingnya Mandatory Consular Notification dalam melindungi Pekerja
Migran Indonesia.

2. Secara praktis, sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam menyempurnakan
peraturan serta kebijakan yang diambil pemerintah untuk menanggulangi hambatan-
hambatan yang terdapat dalam upaya perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran

Indonesia.

E. Kerangka Konseptual



Agar dapat menganalisis permasalahan pada Mandatory Consular Notification, peneliti
menggunakan beberapa konsep dalam hukum internasional yang perlu diketahui
terlebih dahulu, yaitu seperti :
1. Konvensi Wina 1961 & Konvensi Wina 1963
a) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik adalah sebuah perjanjian
yang ditandatangani pada tahun 1961 yang menetapkan kerangka hubungan
diplomatik di antara negara-negara yang berdaulat. Pernjanjian ini merincikan
hak-hak khusus misi diplomatik yang memungkinkan mereka untuk bekerja
tanpa takut diintimidasi atau ditangkap oleh negara penerimanya. Perjanjian ini
menjadi landasan hukum kekebalan diplomatik. Pada Februari 2017, perjanjian
ini telah diratifikasi oleh 191 negara.'®
b) Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler adalah sebuah perjanjian yang
ditandatangani pada 1963 dan mulai berlaku secara efektif pada maret 1967.
Sebelum suatu negara meratifikasi konvensi ini, maka negara itu harus
menyiapkan seperangkat ketentuan-ketentuan yang disebut Consular Manual
atau sekarang dikenal dengan Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar
Negeri.
Di Indonesia sendiri, Konvensi Wina di ratifikasi pada tahun 1982, yang
diratifikasi pada Undang-undang No. 1 Tahun 1982 tentang Konvensi Wina

1961 dan 1963.

2. Ratifikasi
Agar penerapan peraturan-peraturan Internasional dalam konvensi

Internasional dapat di implementasikan, Indonesia sebagai negara yang ikut

16 Diakses dari : https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Wina_tentang_Hubungan_Diplomatik



meratifikasi konvensi perlu melakukan pengesahan mengenai konvensi internasional
yang dimaksud kedalam hukum nasional suatu negara, contohnya adalah konvensi
Wina 1961 dan 1963 telah terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang
menyatakan secara hukum mengikatkan diri terhadap isi aturan dari konvensi Wina
1961 dan 1963 tersebut sehingga Indonesia melalui Undang-undang No.1 Tahun 1982
tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol
Opsionalnya'’.
3. Mandatory Consular Notification
Manadatory Consular Notification adalah hak untuk mendapat notifikasi dan
akses tercermin pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963,yang mana hal ini diterima
secara luas sebagai standar praktik internasional oleh negara peserta maupun
bukan negara peserta. Hal ini disebabkan karena konvensi tersebut didasarkan
pada keyakinan negara-negara, sebagaimana yang tertera di dalam preambule,
bahwa konvensi tersebut menjadi kontribusi sebagai pengembangan atau
hubungan persahabatan antar negara-negara. Tentunya hal ini tidak terpangaruh

pada konstitusional negara-negara yang berbeda.'®

F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian hukum yang peneliti gunakan dalam tulisan ini adalah
penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif

adalah penelitian pustaka atau studi dokumen.® Dalam penulisan ini, penulis mengkaji

17 LLembaran Negara Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211

18 Hal ini disampaikan oleh Kedutaan Amerika terhadap Pemerintah Suriah sebagai tanggapan atas
ditangkapnya dua warga negara Amerika Serikat di Damaskus pada 2 Januari 1975.

1% Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji., Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)., Raja Grafindo
Persada., Jakarta., 2001., him 29



asas atau prinsip yang ada dalam hukum internasional. Dengan melakukan pengkajian
terhadap maka dapat diketahui fungsi Mandatory Consular Notification sebagai upaya
perlindungan terhadap TKI di luar negeri.

2. Teknik pengumpulan bahan

a. Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan untuk memperoleh data
sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan cara
mengkaji atau menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya
dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

b. Melakukan pendekatan dengan metode K.L.LE (Komunikasi Informasi
Edukasi) via situs-situs di Internet. Dilakukan secara Incidental (Hanya
dilakukan apabila dianggap perlu, atau tidak terjadwal) pada situs-situs dan
atau surat-surat Elektronik yang diterbitkan oleh Departemen dan atau
Instansi yang berkompeten yang sesuai dengan objek penelitian yang

dilakukan

3. Jenis dan Sumber bahan
a. Bahan hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan
ilmiah, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai
suatu ide. Bahan primer ini mencakup :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6141);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik



10.

11.

Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5388, untuk selanjutnya disebut PP TKI);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1970 tentang Perjanjian Persahabatan
Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1971 nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);

Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961 (selanjutnya disebut
Konvensi Wina 1961);

Vienna Convention On Consular Relations 1963 (selanjutnya disebut
Konvensi Wina 1963);

Vienna Convention On The Law Of Treaties 1969 (selanjutnya disebut
Konvensi Wina 1969);

Saudi Labour Law Royal Decree No. M/51, 23 Sha’ban 1426/27
September 2005;

Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah
Kerajaan Arab Saudi Mengenai Penempatan Dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia Sektor Domestik

ILC Draft Articles On Responibility of States for Internationally
Wrongful Acts 2001;

ILC Draft Articles on Diplomatic Protection 2006;

Bahan hukum sekunder, yakni seluruh publikasi tentang hukum yang bukan

merupakan dokumen resmi dan hasil wawancara dengan pakar hukum



dibidangnya. Di dalam skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder
meliputi buku literatur, jurnal-jurnal hukum, artikel internet serta pendapat
para ahli.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan
petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
yang meliputi Internet, koran, jurnal, kamus hukum dan referensi lainnya

yang relevan

G. Analisis Bahan

Analisis Bahan adalah kegiatan menganalisis data yang telah diolah pada
penelitian ini menggunakan analisa secara kualitatif, yaitu menganalisa bahan yang
berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Penguraian data informasi
yang berhubungan dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap

yang mempunyai bobot dalam hubungan dengan pokok permasalahan.

. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum internasional dan keterbatasan
pengetahuan serta pengalaman peneliti, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang
dari judul, maka dalam ruang lingkup di dalam penulisan dan pembahasan
permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai pentingnya Mandatory Consular
Notification sebagai upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dihukum mati

di negara penerima.

Sistematika Penulisan

a. Bab | Pendahuluan



Terdiri dari Pendahuluan, dalam hal ini menguraikan tentang latar belakang,
permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode

penelitian, analisis bahan, ruang lingkup, sistematika penulisan.

b. Bab Il Tinjauan Pustaka
Terdiri dari tinjauan pustaka, yang menguraikan tentang kajian pustaka baik
dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung

penulisan ini.

c. Bab Il Pembahasan
Terdiri dari pembahasan yang menguraikan tentang analisis dari penulisan
yang telah diperoleh.

d. Bab IV Penutup
Terdiri dari kesimpulan dan saran yaitu bab yang berisi kesimpulan hasil dan

saran hasil penulisan.
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